
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20( 3 tentang 
Keuangan Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenr mg Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2020; 

W ALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NO MOR \ ~ TAHUN 2019 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA MAGELANG TAHUN 2020 

Mengingat 

Mcnimbang 



Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4 700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4725); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Norn T 4 725); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4664); 

ten tang 
Nasional 
Republik 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

5. 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4693); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, ~:Unbanhan 
Lembaran Negara Nomor 6178) 

15. Peraturan Pemerin tah N omor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6322) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon=sia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6323) 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi J awa Tengah N omor 9); 



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daer..h Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 110 ); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 28); 

22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tnh un 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 

3); 

23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kata Magelang Tahun 2009 Nomor 
4); 

24. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang 
Tahun 2012 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kata Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kata Magelang Tahun 2016 Nornor 1) 

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nornor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Nornor 55); 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 
Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) 
Tahun 2020. 

Pasal2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 
Tahun 2020 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan 
Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan 
Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020. 

MEMUTUSKAN: 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Can. Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

MENETAPKAN 



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal5 

Pasal4 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 
Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

PENUTUP 

SA SARAN DAN PRIORITAS 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 
TAHUN 2018 DAN CAPAIAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 
DAERAH TAHUN 2020 

BAB VII 

BABV 

BAB VI 

BAB IV 

BAB III 

BAB I 

BAB II 

Pasal 3 

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Magelang Tahun 2020 disusun sebagai berikut: 



SERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 

JOKO SUDIYONO 

KOTA MAGELANG, 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 

SIGIT WIDYONINDITO 

Di tapkan di Magelang 
p da tanggal 3 \ Mei. :2..~ 

penempatannya dalam Serita Daerah Kota Magelang. 

memerintahkan 
mi dengan 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Walikota 



BAB VII- 1 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kola Magelang Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun ke 

empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat 

kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya 

yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2020. 

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota Magelang merupakan pedoman untuk penyusunan 

rancangan APBD Kota Magelang Tahun 2020. 

Berdasarkan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah tahun 2020 memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat 
serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) melalui Forum OPD dan FGD serta musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terulama sinkronisasi dan 

penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan. 

Dokumen RKPD Kola Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan lugas-tugas 

pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat unluk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk 
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Disamping itu, usulan kegialan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, 

sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kola Magelang, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa 

Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN. 

Keberhasilan pembangunan di Kota Magelang selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kola Magelang juga 

dilentukan oleh dukungan masyarakal untuk menjawab lantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga 

cita-cita masyarakat Kola Magelang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud 
sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Dokumen RKPD Kola Magelang menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Semenlara Tahun 2020. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. RKPD Kola Magelang Tahun 2020, tidak hanya memuat kegialan-kegialan dalam kerangka inveslasi pemerintah 

dan pelayanan publik, tetapi juga memual rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

BABVII 
PENUTUP 



BABVII-2 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 

SIGIT WIDYONINDITO 

2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakal luas, dunia usaha, 

berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kola Magelang T ahun 2020 dengan 
sebaik-baiknya. 

3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kola Magelang tahun 2020, 

RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, seoa.alrnana yang telah 
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari 

APBD Kola Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka seliap Saluan Kerja Perangkat 

Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020 sebagai penjabaran 

dari Rencana Starategik Organisasi Perangkal Daerah (Renstra-OPD). 

5. Partisipasi masyarakal dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum OPD serta forum 

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi 
dan kepentingan masyarakat. 

6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapal be ieran serta dalam 

pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncana 

berdasarkan peran serta masyarakal dalam kegialan yang bersangkutan, sesuai dengan kelentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan 
kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kola Magelang. 

7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, 

Badan Perencanaan Kola Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap 
penjabaran dan sinergisitas RKPD lahun 2020 ke dalam Rencana Kerja Org' nisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) 
dan Kebijakan Umum APBD 2020 serta Prioritas dan Pagu lndikalif OPD 20 0. 


